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Tentang Pengadilan

PENGANTAR DARI
KETUA PENGADILAN

Pengantar dari Ketua
Pengadilan

VIS| MiSI PENGADILAN

Visi Misi Pengadilan

KEPANITERAAN

Kepaniteraan Pidana
Hepaniteraan Perdata
Kepanitaraan Hukum
Kepaniteraan Tipikor
Kepaniteraan PHI

Layanan Publik

SISTEM PENGELOLAAN
PENGADILAN

E-Learning

Kebijakan / Yurisprudensi
Rencana Strategis
Rencana Kerja
Anggaran,DIPA, dan RKA-
KL

Pengawasan dan Kode Etik
Hakim

PROFIL PENGADILAN
Sejarah Pengadilan

Struktur Organisasi
Wilayah Yuridiksi

TATATERTIB

Tata Tertib i Pegadilan

Layanan Hukum

Berita

Hubungi Kami

Standar Pelayanan
Maklumat Pelayanan
Kompensasi Pelayanan

LAYANAN DISABILITAS

Prosedur Pelayanan Bagi
Penyandang Disabilitas
‘Sarana dan Prasarana Bagi
Penyandang Disabilitas

PROFIL ROLE MODEL
DAN AGEN PERUBAHAN

Profil Role Model
Profil Agen Perubahan

PROFIL HAKIM DAN
PEGAWAI

Profil Ketua Pengadilan
Profil Wakil Ketua
Pengadilan

Profil Hakim

Profil Pejabat
Kesekretariatan

Profil Pejabat Kepaniteraan
Profil Panitera Pengganti
Profil Jurusita/Jurusita
Pengganti

Profil Fungsional Pranata
dan Staf Pelaksana

Profil PPNPN

INFORMASI PERKARA

Delegasi
Statistik Perkara
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Reformasi Birokrasi

Pengaduan

Beranda
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SHANRAN
Berita

Tentang Pengadilan Reformasi Birokrasi

Layanan Publik

Layanan Hukum
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Hubungi Kami

LAYANAN HUKUM
BAGI MASYARAKAT
KURANG MAMPU

Cara Mudah Telusuri Perk

Telusuri serta awasi jalannya proses penyelesaian perkara anda secara
Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP)

Kunjungi

Peraturan dan Kebijakan
Prosedur Pembebasan
Biaya Perkara (Predeo)
Posbankum

PROSEDUR
PENGAJUAN PERKARA
DAN BIAYA PERKARA

Prosedur Pengajuan
Perkara

Biaya Perkara

INFORMASI LAYANAN PADA WEBSITE
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Denda Tilang Surat Keterangan E-Court Direktori Putusan Info Perkara Pengaduan

MEhl Tentang Standar Pelayanan Pengadilan Neger

Pengadilan Palembang

& Cetak B3 E-mail

PROFIL PENGADILAN

Sistem Pengelalaan Pengadilan

E-Learning

Rencana Stratagis

Hencana Kerja Anggarar

Pengawasan dan Kode £tk Hakim

Hegiatan Pengadilan

Daftar Aset dan Inventaris

STANDAR PELAYANAN PADA WEBSITE



JENIS LAYANAN PADA RUANG PTSP
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Surat Keterangan Direktori Putusan Info Perkara Pengaduan

PROSEDUR PENGAJUAN PERKARA

Prosedur Pengajuan Perkara baik perkara Pidana maupun Perdata pada Pengadilan Negeri Palembang dapat diajukan melalui sitem konvensional atau elektronik.
Perkara Perdata
Pengajuan perkara perdata baik Perdata Permohonan maupun Perdata Gugatan/Gugatan Sederhana dapat diajukan dengan cara konvensional maupun Elektronik

1 Pengajuan perkara secara konvensional dapat diajukan dengan cara datang langsung ke Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pengadilan Negeri Palembang dengan membawa persyaratan yang

diperlukan dan membayar panjar biaya perkara sesuai dengan jumlah dan biaya radius para pihak yang berperkara. adapun persyaratan yang periu dilengkapi antara lain

= Surat Gugatan/Surat Permohonan
= Surat Kuasa (Jlika Menggunakan Kuasa)
= Fotokopi Kartu ldentitas Prinsipal

'~ PROSEDUR BERPERKARA
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PROSEDUR PERMOHONAN INFORMASI

Prosedur Biasa digunakan dalam hal :

1 Permohonan disampaikan secara tidak langsung, baik melalui surat atau media elektronik;

2 Informasi yang diminta bervolume besar

3 Informasi yang diminta belum tersedia, atau

4 Informasi yang diminta adalah informasi yang tidak secara tegas termasuk dalam katergori informasi yang harus diumumkan atau informasi yang secara tegas dinyatakan sebagai informasi yang
rahasia sehingga harus mendapat ijin dan diputuskan oleh PPID.

Pelayanan informasi dengan mengqunakan prosedur biasa dilakukan sesuai dengan skema alur dalam gambar berikut

PROSEDUR INFORMAST
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BRIEFING PETUGAS PTSP



